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T A J U K R E NI CAN A

Pengadilan Koneksitas Bisa Jadi Jalan

olemik dalam kasus dugaan suap
rengadaan barang yvang
melibatkan pejabat Basarnas
Jangan sampal membuat penegalk
hukum kehilangan fokus.

Inti masalabnya adalah korupsi.” Demikian dikatakan
Menko Pollhhukairnm WMiahtud WVID menanggapi polemik sengketa
kewenangan antara TINI dan KPK, dikutip SKompas, 30 Juli
2023, Ponanganan dugaan suap yang melibatkan Kepala
Basarnas (2021-2023) DNMarselkal Madya Henri Alfiandi dan
Letnan Kolonel Afrri Budi Cahyvanto dengan tiga pilhhak swasta
(MVviulsunadi Gunawan., Marilya, dan Roni Aidil) berpotensi
melebar serta kehilangan fokus.

Puspom TINI berkeberatan dengan penetapan tersanglka
anggota TINI oleh pihak KPEK. Penetapan tersangka anggsota
TINI adalah kewenangan polisi militer. Jajaran Pusporm T'TINI
mendatangi KIPK yang berujung permintaan maaf dari Walkil
Ketua KPK Johanis Tanak. Permintaan maaf itu disesalkan
banyvak pihak. Pernyvataan “ada kekeliruan tim kami” ber-
buntut munculnya surat anundur dari Pelaksana Tugas Deputi
Penindakan KPK _Asep Guntur Rahayu.

KPK mclakukan opcerasi tangkap tangan dalarm pengadaan
barang di Basarnas. Tkut terjerat angsota TINI bersama pihak
swasta. Setelah gelar perkara yvang melibatlkan Puspormnm TINI,
KPrrK mengumumkan status tersangka Henri dan Afri.

Polemik sengketa otoritas jangan sampai menghambat
proses penegakan hukum. Pimpinan KPK harus bertanggsunsg
Jawab atas kontroversi yang terjadi. Operasi tangkap tangan
talk mungkin terjadi tanpa sepengetahuan pimpinan KPK.

Kita mcoenggarisbavwahi pandangan mantan Wakil Kcectua
KPK ILaode Syarif. Sesuai Pasal 89 KUHHAP, pihak KPK dan
TINI bisa bekerja saima membentuk titm koneksitas melakukan
Prenyidikan serta penuntutan kasus. 12alam Pasal 42 UL KPIK
disebutkan KPK berwenang mengoordinasikan dan mengen-—
dalikan penyvelidikan. penyidilkan. dan penuntutan tindalk
pidana korupsi yvang dilakukan bersama-sarma orang yarss
tunduk pada peradilan militer.

Adapun dalam TPPasal 65 TUUU TINI No 3422004 ditulis,
“Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam
hal pelangsaran hukum pidana militer dan tunduk pada
kekuasaan peradilan umuin dalamm hal pelanggaran hukum
pidana umum yang diatur dengan undang-undang™. Pasal ini
meoemang mensyaratkan perubahan UU Peradilanm DMiliter.
Namun, revisi UU Peradilan Diliter belum dilakulkan.

Keberatan pihak TINI soal pengummuman status tersangka
anggota TINI sebaiknya diselesaikan melalui jalur hukummo
Praperadilan adalah salah satu jalan.

Kita mendukung pernyvataan Menko Polhukarm NMahfud NI
bahwa sengketa kewenangan KPK dan Puspormnm TINI tak perlu
terus diperdebatkan. Langkah menuntaskan kasus suap di
Basarnas terhadap scmua pihak yang terlibat perlu didorongs.
Publik harus mengawal kasus itu bersama-sama. Pada masa
mendatang, perlu dipikirkan rewvisi UU temntang TINI dann UOU
Peradilan Militer sehingga tak menimbulkan penafsiran mma-
salah hukum di kemudian hari.
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